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a. bahwa dalam rangka mendorong iroplementa:si ttansaksirton 
tunai di Lingkungan Pemeriutfih Ka:oupaten Orobogan, perlu 
djµurukan penyempwnaan terhadap Peraturan :Supati 
Grobogan Nomor 54 Tahun 2017 tentang. Implementasi 

Transaksi Non Tunai; 
b. bahwa berdasa.kan pertimbangan sebagairnana dimaksud 

dalam huruf a, perlu meneta:pkan Peraturan Bupati tentang 
Peruba:han Atas Peraturan Bupati Grobog_an Nomor 54 Tallun 
2017 tentang ftnplementa.Si 'J'ransaksi Non Tunai; 

1. Pasnl 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indoneeia Tahun 1945; 
2. IJndang~Undang Noi,1.or 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 

Dae:rah-Daerah Kabupaten dalam Llngkungarr Propinsi Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Undan_g Nomor 17 TahUl). 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Re_publik Indonesia 

, Nomor 4286); 

4. Undang-Uw:lang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahtin 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355);, 

BUPATI GROBOBAN, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG-MAHAESA 

• 

MengingaL 

Menimbang 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BU,PATI GROBOGAN NOMOR 541'AHUN 2017 
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI' NON TU.NA! 
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5. Und=g-Unclang ilo=• 15 Talrun~004 """""' i>,m,.......,, 
Pengelolaan dan Tw1ggung Jawab Keunngan Negara • 
(Lembaran NcegaraRepublik Indonisia:Tahun 2004 Nomor 66, 
Trunbahan Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 

440.0~; 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20.14 tentang' 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Notnor 244, Tamb'.al\.an L.embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) Fe.ha,g~a _tchili cUubah 
beberapa kali te,akfiif. de.'ngan tJ.ndang-1:Jndang No1uor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan· 4dua :Atas Undang0Untlang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik !Ind!nesia. Tahun. 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Ne-g,ar.a.re,pub1ilclndonesia Nomor 

5679}; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T.<liw1 2017 tentang Hak 

Keuaogan dan Adi:ninistratiJ Piint' inan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lein aran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nemer 1 6, Tarnbahan Lembaran 
N cgara Republik Indonesia Nomor16057}-: 

8. Peraiuran Pcmerintah Non;ior 12 Tahun 2019 tent.ang 
I . 

Pengelolaan ~euangan Daerafi (IJeiubai-an Negara Rcpubl:ik 
Indonesia Tahun 201~ Nomor f2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik.Indonesia Nomotj63.22); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20:06 

ten tans Pedornan Pengelolaa.tl Keukgan Daerah sebagaunana 
telah ilio:bah bel'ierapa kaji .terakh+:dertgan,Peratnr-an Menteri 
Dalam Negeri Nornor 21 Ta:hwi120ll tcntang Perubahari 
Kedua At.as Peraturan Menteri DalF Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman P.engelo~. Keuangan Daerah (Ber-ita 
NegaraRepublik Indonesia Tahun\20,1,1 Nomor 310); 

MEMUTUSKAN: I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTAN~ PERUBAHAN ATAS 
FERATURAN BUPATI GROBOGAN lrj.°MOR 54 TAHON 2017 
TENTANG lMPLEMENI'ASl TRANSAKSI NON Tt:JNAI. 

l 
j 
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Pasal I l 

Beberapa ketentuan dalam Pero.tur,.l Bm,ati Grobogan N.omor 
54 Tahun 2017 terrtang Implemef sl Transa:k&1 Non Tunai 

(Berita Daerah Kabupate,n Grobogan Tahun 2017 l\omor 54) 

diubah sebagai beri1;u~: . . , i . . . r, • • •.• 
1. Kete.ntuan Pasal 3 dlubah, sehinggt~rbunyi sebagai beriku:t: 

Pasal 3 j 
(1) Transak:si Non. Tunai Peo.eri:(fiaan dilakukan terhadap 

setiap penerimaan ueeran Jaik rang bersumber dari 
paja.lc Daerah, retribusi ~aerah, hasil pengelolan 
kekayaan Daetah yang dipisankan clan lli.in-lain . . 1· 
pendapatan asli Daerah yang jah. 

(2) Tra:msak:si Non Tunai Penerim9ian sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) ctikecualikan urr~· k: 
a. transaksi penerimaan ~alak .E>a~ dan retribusl 

Daerah dengan nCim!Ilin ~pa,. dengan Rp 

500.00C>,00 (lima ratus ribf Rupiah); 
b. transaksi penecimaan p~ak Daerah clan retribusi 

Daerah yang p.cmungU~ys: menggunakan kareis 

dan/ atau sejerusnya; dan I 
c. transaksi penerimaan yang tidak dapat dilakllkan 

melalui mekanisme non tunai berdasarkan peraturan 
l 

perundang,undangan yanlbet'Iaku. 

2. Ketentuan·Pa::;al 5 diubah, ,5ch.fuggaberbonyi sebagai berikut: 
I 

Pasal 5 , 

(1) Tnmsaksi Non Tunai Pengeluaran dilakukan untuk 
seluruh belal1'ia Daerah. f 

(2) Seluruh Transaksi belanja ·1 Da~rah wajib dilakukan 
dengan earn non tunai kecualh 

a. pembayaran belanja selai' gaji PNS don Tambahan 
Pengbasjlan PNS dengan jo.nunal sampai dengan Rp 
1.500.000;00 (satu jut:a ~ ratus .ribu rupiahl; 

b. pembayaran untuk keperlp~ tanggap darurat pada 
saat terjadi bencana alam; 

I 
c. belanja Barrtuan sqsial sampai dengan 

L 
Rp5.000.000,00 (llma juta fupi.a:h); 

d. pembayaran untuk p~mbe¥an benda pos; 
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; 

(1) Pembinaan atas penerepan pelaksanaan Peraturan 
Bupati ini dilaksanakan r- Badan Pendapatan, 
Pcng~folnarL Keuangan dan iset Daerah dalam bentuk 

I 
sosialisast, pembinaan teknis dan dukungan prasarana 

lainnya. 

e. pembayaran uang sakuatab oelanja tr~spert kepada 
masyarakat; l 

f. pembayaran bclanja horiorarlum kep,ada pejabat 

negara diluar Pemedntah Daerah, PNS diluar 

PemerliJ~ Daer~, ':1peta. . T~ntara N~sional 
Indonesra, ,Angg~ta K. epohSlf1 R~publik Indonesia, dan 
Non PNS yang dibayarkan ~epaaa perorangan; 

g. pembayaran untuk melaksanakan putusan 

pcngaclilal:i; . { 
h. pernbayaran belanja rnakanan dan minuman yang 

. dilaksanakan di luar Daer±; <;I~ . " 
1. pembayaran lainnya yang tidak bisa dibayarkan secara 

non tunai berda~arkan ket~ntuan yang sah dan/atau 
peraturan peruridangan ydg berlaku, 

(3) 'Tansaksl. belanja modal dil~ dengan cara non tunai 

kecuali biaya penunjang/pelolellan dengan mengacu 

ketentuan pada ayat (2). 

l 
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Transaksi Non 'l'unai Pengeluaran dapat c,W.akUkat1 dengan 

cara: l . 
a. pemindahbukuan dari rekenirg bendahara pengeluaran 

ke rekemng penerlma dengAn menggunakan Surat 

Pemlndahl>ukuan clari Pengguna Anggaran; dati,/atau 
4 

b. menggunakan aplikasi Cash lanagemE;nt :System 

I 
4. Ketentuan mengenai judul BPIB VIIl diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: ! 
BAB VOi 

PF,:M~INAA.N DA.N rN~~WASAN . .. 
s. Kete.ntuan Pasal 8 diubah, sehlngga ber.bunyi sebagai beiikut: 

Pasal k 
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Dinndengkan di Purwodadi 
\ 

pad~·-tanggb.l it - ~~- '20~ 

!..~~~Dc>A,ERAH 

' ,, 

\ 

12) Pengawasan atas penerap131 pelaksanaan Peraturan 
Bup:ati lni dilakukan oTeh lnslfejqtotat Daerah. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terintJgrasi dalam kegiatan 

pengawasan.reguler. 
P41:sa:: II 

Peraturan Bupati ini nrulai heFlilku pada tartggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan B~pati ~i deag~ l:)enempataflrtya 
dalarn. Berita Dacrah l{abupaten Grotogan·. 

Ditetapkab di Purwodadi 
I . 

pada tang al 11 ~ n. - iot, 

I 

\ 

' ., . ; ' 
- " - 1 ~ e- 
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